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Layanan Agen BRILink memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 
melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor bank. Namun, 
praktik di Kecamatan Sukowono menunjukkan adanya perbedaan tarif 
antaragen dan informasi biaya yang tidak selalu disampaikan sebelum 
transaksi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan praktik penetapan tarif jasa 
transaksi Agen BRILink serta menganalisisnya berdasarkan Hukum Ekonomi 
Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif jasa 
ditetapkan secara mandiri oleh masing-masing agen dan berkisar Rp5.000 
sampai Rp20.000, bergantung pada jenis dan nominal transaksi serta 
pertimbangan operasional. Hubungan agen dengan nasabah memiliki 
karakteristik akad ijarah karena terdapat jasa dan imbalan berupa ujrah, 
sedangkan hubungan Bank BRI dengan agen dapat dipahami sebagai wakalah 
bil ujrah. Penetapan tarif pada dasarnya diperbolehkan selama imbalan 
diberikan atas jasa yang nyata dan wajar. Akan tetapi, ketika tarif tidak 
dijelaskan sebelum transaksi, prinsip kejelasan ujrah, keadilan, dan kerelaan 
para pihak belum terpenuhi secara optimal serta berpotensi menimbulkan 
gharar. Karena itu, informasi tarif perlu disampaikan secara terbuka sebelum 
transaksi dilakukan. 
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Pendahuluan  

Perkembangan teknologi keuangan telah mengubah cara masyarakat memperoleh layanan 

perbankan. Layanan yang sebelumnya banyak dilakukan melalui kantor bank kini dapat diakses melalui 

jaringan layanan berbasis agen. Salah satu layanan tersebut adalah Agen BRILink, yang membantu 

masyarakat melakukan transaksi seperti tarik tunai, transfer, setor tunai, pembayaran tagihan, dan 

layanan keuangan lain sesuai fasilitas yang tersedia. Kehadiran agen memberi kemudahan, terutama 

bagi masyarakat yang membutuhkan layanan yang dekat, cepat, dan praktis tanpa harus selalu datang 

ke kantor bank. Di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, layanan BRILink dimanfaatkan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. 

Kemudahan tersebut berhubungan langsung dengan penetapan tarif jasa yang dibayarkan 

nasabah kepada agen. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang menjadi dasar artikel ini, tarif yang 

dikenakan oleh agen di Kecamatan Sukowono bervariasi, dengan kisaran sekitar Rp5.000 sampai 

Rp20.000. Besaran tarif dipengaruhi oleh jenis dan nominal transaksi serta pertimbangan masing-

masing agen. Agen juga memperhitungkan biaya operasional, seperti kebutuhan saldo atau modal 
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transaksi, perangkat, listrik, paket internet, kertas struk, ketersediaan uang tunai, dan risiko gangguan 

jaringan. Karena itu, variasi tarif tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk ketidakadilan. 

Penilaian perlu melihat dasar penetapan biaya, kewajaran imbalan terhadap jasa yang diberikan, serta 

cara informasi tarif disampaikan kepada nasabah. 

Persoalan yang lebih penting ditemukan pada keterbukaan informasi tarif sebelum transaksi 

dilakukan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian nasabah baru mengetahui biaya setelah 

transaksi selesai, sementara dalam keadaan lain tarif baru dijelaskan setelah nasabah bertanya. Ibu Difa, 

misalnya, menyampaikan bahwa biaya tarik tunai tidak selalu diberitahukan di awal. Pengalaman 

tersebut menunjukkan bahwa nasabah belum tentu memiliki informasi yang cukup untuk memutuskan 

apakah akan melanjutkan transaksi. Ketika nominal biaya baru diketahui setelah layanan selesai, 

kesempatan nasabah untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang lengkap menjadi 

terbatas. Dengan demikian, fokus penelitian ini bukan sekadar menilai apakah tarif antaragen sama, 

melainkan menguji kejelasan dan kewajaran ujrah serta transparansi penyampaiannya. 

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan jasa antara Agen BRILink dan nasabah 

dapat dianalisis menggunakan akad ijarah, yakni akad atas manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. 

Imbalan dalam akad tersebut disebut ujrah. Kejelasan ujrah merupakan unsur penting agar para pihak 

memahami hak dan kewajibannya, menghindari perselisihan, serta membentuk kesepakatan secara 

sadar. Nasabah sebagai pengguna jasa berhak mengetahui biaya yang harus dibayar, sedangkan agen 

berhak menerima imbalan yang wajar atas layanan yang benar-benar diberikan. Oleh karena itu, tarif 

yang dapat diterima secara syariah tidak hanya ditentukan oleh besarnya nominal, tetapi juga oleh 

kejelasan informasi dan persetujuan para pihak sebelum transaksi berlangsung (Al-Fasiri, 2022; Ahmad 

Lutfi dan Efriadi, 2023). 

Penilaian tersebut juga berkaitan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), kerelaan para pihak (an-

taradhin), dan larangan gharar. Keadilan dalam transaksi jasa dapat dilihat dari keseimbangan hak dan 

kewajiban, kewajaran imbalan, keterbukaan informasi, serta tidak adanya pihak yang dirugikan. Prinsip 

kerelaan menuntut agar persetujuan tidak hanya tampak dari kesediaan nasabah menggunakan 

layanan, tetapi juga didasarkan pada pengetahuan yang memadai mengenai biaya. Sementara itu, gharar 

berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi kesepakatan. Dalam 

konteks penelitian ini, tidak setiap perbedaan tarif berarti gharar; potensi persoalan terutama muncul 

ketika besaran ujrah tidak diketahui secara jelas sebelum transaksi dilakukan (Nurinayah, 2023; Affero 

dan Mustofa, 2024). 

Penelitian terdahulu telah membahas tarif dan layanan Agen BRILink dari beberapa sudut 

pandang. Okta Sulisti (2023), dalam penelitian mengenai tarif transfer tunai dan penarikan uang melalui 

BRILink di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, menjelaskan bahwa tarif ditentukan berdasarkan 

kebijakan masing-masing agen dan kondisi pasar; praktiknya dinilai dapat memenuhi prinsip keadilan 

selama terbuka, tidak memberatkan, dan memberi kepastian kepada nasabah. Penelitian Alda (2022) 

mengenai tarif transfer tunai BRILink di Kecamatan Wara, Kota Palopo, juga menyoroti bahwa bank 

tidak menentukan langsung tarif tambahan kepada nasabah dan agen memiliki ruang untuk menetapkan 

biaya. Sementara itu, Fadli Nurgamma Purwanto dan Fatmawati Ismail (2025) menitikberatkan kajian 
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pada manajemen risiko dalam penetapan fee transaksi, sedangkan Indriani (2023) membahas 

perlindungan konsumen atas fee layanan agen BRILink. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan 

bahwa tarif, risiko transaksi, dan perlindungan pengguna merupakan tema yang telah dikaji. Namun, 

masing-masing memiliki fokus wilayah dan sudut analisis yang berbeda; karena itu, masih diperlukan 

pembacaan yang secara khusus menghubungkan pengalaman nasabah di Kecamatan Sukowono dengan 

kejelasan ujrah sebelum transaksi dalam akad ijarah. 

Artikel ini menawarkan fokus yang lebih terarah dengan membedakan dua hubungan hukum 

dalam layanan BRILink. Hubungan Bank BRI dengan agen menjadi konteks pendukung yang dapat 

dipahami melalui wakalah bil ujrah, yaitu pemberian kewenangan yang disertai imbalan. Adapun fokus 

utama artikel adalah hubungan antara agen dan nasabah ketika jasa transaksi diberikan dengan imbalan 

tarif, yang dianalisis melalui akad ijarah dan kejelasan ujrah. Kebaruan kajian ini terletak pada 

penekanan bahwa perbedaan nominal tarif tidak otomatis menjadi ukuran ketidakadilan; penilaian juga 

harus menguji dasar penetapan tarif, kewajaran biaya, dan terutama apakah biaya diberitahukan 

sebelum transaksi sehingga nasabah dapat menyetujui secara sadar. Perspektif ini menghubungkan 

praktik empiris di Sukowono dengan prinsip keadilan, kerelaan, transparansi, dan pencegahan gharar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: (1) bagaimana 

praktik penetapan tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Sukowono; dan (2) bagaimana praktik 

penetapan tarif tersebut ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah? Sejalan dengan pertanyaan itu, 

penelitian bertujuan mendeskripsikan praktik penetapan tarif jasa transaksi serta menganalisis 

kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya akad ijarah, kejelasan ujrah, 

keadilan, kerelaan, dan larangan gharar. 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menambah pembahasan tentang penerapan akad ijarah 

pada layanan transaksi keuangan berbasis agen, terutama mengenai posisi kejelasan ujrah dalam 

menilai praktik tarif. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan pemahaman bagi nasabah mengenai 

pentingnya menanyakan dan mengetahui biaya sebelum transaksi, serta menjadi bahan refleksi bagi 

agen untuk menyampaikan tarif secara terbuka. Kerangka analisis penelitian memadukan teori 

penetapan harga—yang menilai dasar dan kewajaran tarif serta kesesuaian imbalan dengan jasa—

dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, perbedaan harga tidak 

dengan sendirinya menunjukkan ketidakadilan; yang perlu diperhatikan adalah proses pembentukan 

harga, kewajaran, dan ada atau tidaknya tindakan yang merugikan. Kerangka tersebut kemudian 

digunakan bersama konsep ijarah dan ujrah serta prinsip al-‘adl, an-taradhin, dan penghindaran gharar 

untuk membaca temuan lapangan (Lubis dkk., 2024; Parakkasi dan Kamiruddin, 2024). Karena 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian tidak merumuskan hipotesis statistik; 

analisis dilakukan dengan menafsirkan data lapangan berdasarkan kerangka konsep tersebut. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field 

research). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan fokus pada 

praktik penetapan tarif jasa transaksi Agen BRILink dan keterbukaan informasi biaya kepada nasabah. 
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Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara 

purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik transaksi, yaitu agen BRILink dan nasabah 

pengguna layanan. Informan agen dalam penelitian meliputi Bapak Bahrul Ulum, Ibu Novi, Ibu Hj. Her, 

dan Ibu A’an, sedangkan informan nasabah antara lain Ibu Difa, Bapak Dani, Ibu Lutfiah, serta informan 

lain yang tercantum dalam data penelitian. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa dengan membandingkan informasi dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Data lapangan dianalisis menggunakan konsep akad ijarah dan ujrah sebagai fokus utama 

hubungan agen dengan nasabah. Prinsip keadilan, kerelaan para pihak, transparansi, serta larangan 

gharar digunakan untuk menilai pelaksanaan transaksi. Hubungan Bank BRI dengan agen dibahas 

sebagai konteks pendukung melalui konsep wakalah bil ujrah. 

Hasil dan Pembahasan 

Praktik Penetapan Tarif Jasa Transaksi Agen BRILink 

Pelaksanaan transaksi umumnya dimulai ketika nasabah menyampaikan kebutuhan, seperti tarik tunai 

atau transfer. Agen kemudian memproses transaksi melalui perangkat dan sistem yang tersedia. Setelah 

transaksi berhasil, nasabah menerima bukti transaksi dan membayar biaya jasa. Nasabah memilih layanan 

BRILink karena dinilai praktis, cepat, dan mudah dijangkau. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tarif jasa tidak seragam. Besaran biaya yang ditemukan berkisar 

Rp5.000 hingga Rp20.000, bergantung pada jenis transaksi, nominal uang, dan kebijakan agen. Agen 

mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan biaya, antara lain modal dan saldo transaksi, biaya 

perangkat EDC, listrik, paket internet, kertas struk, ketersediaan uang tunai, serta risiko gangguan jaringan atau 

sistem. Kondisi antrean dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang mudah diakses juga menjadi bagian 

dari konteks transaksi. 

Sebagian agen menyatakan bahwa biaya operasional ditanggung sendiri dan tarif jasa membantu 

menutup pengeluaran tersebut. Penetapan tarif secara mandiri membuat besaran biaya dapat berbeda antargen. 

Karena itu, variasi tarif perlu dilihat berdasarkan alasan penetapannya dan kewajaran biaya yang dibebankan, 

bukan langsung dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. 

Transparansi Tarif dan Komunikasi dengan Nasabah 

Pola komunikasi mengenai tarif belum diterapkan secara konsisten. Dalam wawancara, Ibu Difa 

menyatakan bahwa biaya tidak diberitahukan sebelum transaksi, melainkan setelah transaksi selesai. 

Keterangan dari agen juga menunjukkan bahwa tarif terkadang disampaikan setelah transaksi atau ketika 

nasabah bertanya terlebih dahulu. Kondisi ini menyebabkan nasabah tidak selalu mengetahui jumlah biaya 

yang harus dibayarkan sejak awal. 

Perbedaan tarif juga dirasakan oleh nasabah yang pernah menggunakan lebih dari satu agen. Bapak 

Dani, misalnya, menyampaikan pengalaman adanya biaya berbeda, dengan contoh tarif Rp5.000 pada transaksi 

melalui BRI dan Rp15.000 pada layanan bank lain. Temuan ini menggambarkan variasi praktik tarif di 

lapangan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh perbedaan tersebut tidak wajar. Penilaian 

tetap perlu mempertimbangkan jenis transaksi, nominal, biaya operasional, dan informasi yang diberikan 

kepada nasabah. 
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Informasi biaya sebelum transaksi merupakan bagian penting dari perlindungan hak nasabah. Ketika 

tarif disampaikan sejak awal, nasabah dapat mempertimbangkan apakah akan melanjutkan transaksi dan 

memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang memadai. Sebaliknya, pemberitahuan setelah transaksi 

mengurangi kesempatan nasabah untuk menyetujui biaya secara sadar. 

Tinjauan Akad Ijarah dan Kejelasan Ujrah 

Hubungan antara Agen BRILink dan nasabah memiliki karakteristik akad ijarah karena agen 

memberikan manfaat berupa jasa transaksi dan nasabah membayar imbalan atau ujrah. Dalam akad jasa, 

manfaat yang diberikan dan imbalan yang dibayarkan perlu diketahui secara jelas. Kejelasan tersebut 

membantu membentuk keseimbangan hak dan kewajiban: agen berhak menerima imbalan atas layanan yang 

diberikan, sedangkan nasabah berhak mengetahui biaya dan menerima layanan yang sesuai. 

Berdasarkan data penelitian, unsur jasa dan imbalan telah tampak dalam praktik transaksi. Namun, 

pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan ujrah karena sebagian nasabah tidak 

memperoleh informasi biaya sebelum transaksi diproses. Jika jumlah biaya baru diketahui setelah layanan 

selesai, kesepakatan mengenai imbalan tidak terbentuk berdasarkan informasi yang lengkap sejak awal. 

Dengan demikian, praktik pengenaan tarif pada dasarnya dapat dibolehkan karena terdapat jasa yang 

nyata. Akan tetapi, kebolehan tersebut perlu disertai kejelasan nominal ujrah, penyampaian biaya sebelum 

transaksi, dan persetujuan nasabah. Tarif yang wajar tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan agen; 

nasabah juga harus memahami biaya yang akan dibayarkan. 

Prinsip Keadilan (Al-‘Adl) dan Kerelaan (An-Taradhin) 

Prinsip keadilan dalam transaksi jasa dapat dilihat melalui keseimbangan hak dan kewajiban, kewajaran 

imbalan terhadap layanan, keterbukaan informasi, serta tidak adanya pihak yang dirugikan. Agen memiliki hak 

memperoleh pendapatan dari layanan dan menanggung biaya operasional, sedangkan nasabah berhak 

mendapatkan informasi tarif dan pelayanan yang sesuai. Karena itu, perbedaan tarif antargen tidak otomatis 

berarti tidak adil; aspek yang lebih menentukan ialah dasar penetapan tarif, kewajarannya, dan keterbukaan 

kepada nasabah. 

Prinsip kerelaan menuntut persetujuan yang diberikan secara sadar dan tanpa paksaan. Nasabah pada 

umumnya datang secara sukarela karena membutuhkan layanan yang mudah dan cepat. Namun, apabila biaya 

tidak disampaikan sebelum transaksi, persetujuan nasabah belum sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan 

yang lengkap. Kebutuhan mendesak atau keterbatasan pilihan dapat membuat nasabah tetap menerima biaya, 

tetapi hal itu tidak menghilangkan pentingnya transparansi. 

QS. An-Nisa’ ayat 29 menegaskan bahwa transaksi harta hendaknya berlangsung atas dasar saling rela. 

Dalam konteks ini, penyampaian tarif sebelum transaksi merupakan langkah praktis untuk memastikan 

kerelaan tersebut. Agen dapat memberitahukan biaya secara lisan atau memasang daftar tarif yang mudah 

dilihat sehingga nasabah memiliki kesempatan untuk memahami dan menyetujui biaya. 

Transparansi Tarif dan Potensi Gharar 

Gharar berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi hak dan 

kewajiban pihak yang bertransaksi. Dalam layanan BRILink, potensi masalah muncul apabila nasabah tidak 

mengetahui secara pasti tarif yang akan dikenakan sebelum transaksi dilakukan. Ketidakjelasan ini dapat 

menimbulkan rasa keberatan, ketidakpuasan, atau perselisihan setelah transaksi selesai. 
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Temuan penelitian tidak berarti bahwa semua transaksi BRILink mengandung gharar yang dilarang. 

Analisis perlu diarahkan pada keadaan ketika biaya tidak dijelaskan dan nasabah tidak mengetahui ujrah secara 

memadai. Oleh karena itu, langkah yang penting ialah menyampaikan jumlah tarif terlebih dahulu, tidak 

mengubah biaya secara sepihak, dan memastikan nasabah memahami biaya sebelum agen memproses 

transaksi. 

Adapun hubungan Bank BRI dengan Agen BRILink dapat dipahami melalui akad wakalah bil ujrah, 

yaitu pemberian kewenangan untuk melaksanakan layanan tertentu disertai imbalan. Hubungan ini berbeda 

dari fokus utama penelitian, yaitu hubungan jasa antara agen dan nasabah. Pemisahan kedua hubungan tersebut 

diperlukan agar analisis akad tidak mencampuradukkan kewenangan agen dari bank dengan ujrah yang dibayar 

nasabah atas pelayanan transaksi. 

Penutup 

Praktik penetapan tarif jasa transaksi Agen BRILink di Kecamatan Sukowono dilakukan secara 

mandiri oleh masing-masing agen dan menunjukkan variasi sekitar Rp5.000 hingga Rp20.000, 

bergantung pada jenis dan nominal transaksi serta pertimbangan operasional. Masyarakat tetap 

menggunakan layanan tersebut karena praktis dan mudah dijangkau. Namun, penyampaian informasi 

tarif belum konsisten karena sebagian nasabah baru mengetahui biaya setelah transaksi selesai. 

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan agen dengan nasabah memiliki 

karakteristik akad ijarah karena terdapat jasa dan imbalan berupa ujrah. Pengenaan tarif pada dasarnya 

diperbolehkan selama biaya wajar dan jelas. Meskipun demikian, praktiknya belum sepenuhnya 

memenuhi prinsip kejelasan ujrah, keadilan (al-‘adl), dan kerelaan (an-taradhin) ketika biaya tidak 

diinformasikan sebelum transaksi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gharar. Sementara itu, 

hubungan Bank BRI dengan agen dapat dipahami sebagai wakalah bil ujrah dan merupakan konteks 

pendukung. 

Agen BRILink disarankan menyampaikan tarif secara jelas sebelum memproses transaksi, baik 

secara lisan maupun melalui daftar biaya yang mudah terlihat. Nasabah juga perlu menanyakan biaya 

sebelum menyetujui transaksi. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah informan dan 

memperdalam kajian mengenai kewajaran tarif, kejelasan ujrah, serta perlindungan pengguna layanan. 
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